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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga Laporan
Kinerja (LKjP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat
diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini
disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan
dalam pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan
ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan
Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 melalui
pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana
Kerja Tahunan 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan
Rencana Strategis 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2021

KEPALA.DINAS PEKERJAAN UMUM

g il Pem‘tf/ Utama Muda
NIP. 1964001 199302 1 002



BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good
governance) merupakan prasyarat bagi setiap lembaga
Pemerintah dalam mewujudkan aspirasi dan tuntutan
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita
berbangsa dan bernegara. Dalam prakteknya diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan
perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis
mekanismenya diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyampaian LKjIP setelah tahun anggaran berakhir
bersifat wajib bagi setiap instansi untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP menjadi dokumen laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja
suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

instansi.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah
disusun melalui pengukuran capaian target kinerja dengan
membandingkan realisasi kinerja terhadap target tahunan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Tingkat
ketercapaian terhadap indikator kinerja tujuan, sasaran,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan, merupakan
representasi pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja
masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 110);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi

Jawa Tengah;



10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah 2018-2023;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2023.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Tahun 2020 adalah dalam
upaya mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah dalam kurun
waktu 1 tahun terhadap tujuan dan sasaran organisasi.
Adapun tujuannya antara lain :

1. Memberikan informasi terukur berupa capaian kinerja
atas target kinerja yang disepakati. kepada pemberi
mandat (Gubernur Jawa Tengah).

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas
PUSDATARU sebagai instansi pemerintah dalam rangka

peningkatan kinerja.

Gambaran Umum Organisasi

Dinas PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur



Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan

Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUSDATARU

mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pekerjaan

Umum (sub urusan sumber daya air) dan Penataan Ruang

yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan

yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas

PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai,

Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;

. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai,

Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air
Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan

Ruang;

. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan

kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan

Dinas; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1.

Susunan kepegawaian :
a. Kepala Dinas, membawahkan:
1) Sekretariat;
2) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis;

3) Bidang Irigasi dan Air Baku;



4) Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai;
5) Bidang Penataan Ruang;

6) UPT Dinas;

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

c. Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

d. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh
Seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua
kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

2. Sarana dan Prasarana :

a. Gedung Kantor.

b. Peralatan Kerja.

c. Aset Lainnya.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
dan Struktur Organisasi UPTD (Balai Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa
Tengah) selengkapnya diilustrasikan sebagaimana pada

Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 berikut ini :



KEPALA DINAS
PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. SR. Eko Yunianto, Sp.1
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SEKRETARIS

Sudaryadi, SH, MH
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
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Gambar 1.2. Struktur Organisasi Balai PSDA Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah



Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Beberapa permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
yang harus segera ditangani diantaranya sebagai berikut :

1. Kondisi fisik sarana dan prasarana jaringan irigasi masih
ada yang rusak.

2. Sarana penunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi masih kurang memadai.

3. Kapasitas ASN/PNS pengelola jaringan irigasi dari segi
jumlah dan kualitas semakin menurun (pensiun).
Partisipasi pengguna air irigasi masih rendah.
Terbatasnya sarana dan prasarana penyediaan air baku.
Masih adanya Kondisi sarana dan prasarana air baku
yang rusak.

Potensi Konflik kepentingan antar pemakai air.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola
Sarana dan Prasarana Air Baku.

9. Banyaknya bangunan pengendali banjir berupa tanggul
dan tebing sungai yang rusak.

10. Maraknya kegiatan penambangan tanpa ijin di ruang
sungai.

11. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
DAS.

12. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola
Sarana dan Prasarana Sungai dan Pantai

13. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk merawat sarana
dan prasarana sungai dan pantai.

14. kejadian bencana khususnya banjir yang menyebabkan
kerusakan infrastruktur SDA.

15. Banyaknya jumlah sarana dan prasarana pengendalian

banjir yang rusak.



16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Perubahan tata guna lahan.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan
lingkungan.

Upaya perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah
disusun belum optimal.

Terbatasnya ketersediaan produk rencana rinci tata
ruang di Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang belum
optimal.

Fungsi kelembagaan dalam penataan ruang belum
optimal.

Kurangnya pemahaman stakeholders terhadap
penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan

sistimatika sebagai berikut :

1.

Bab I Pendahuluan.

Berisi uraian penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

a. Pengukuran Pencapaian Sasaran.
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
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sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi
kinerja tahun ini.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan.

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

6) Analisis program/kegiatan yang menunjukan
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.

b. Analisis dan Evaluasi Kinerja.

Sub ini menguraikan analisis dari pengukuran kinerja

dan hasil evaluasi kinerja dari hasil pengukuran

kinerja.
c. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya
merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga
yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan
sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber
daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Renstra menggambarkan proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan
memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis

organisasi.

Rencana Strategis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan
yang mempunyai keterkaitan degan dokumen RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam wupaya
mewujudkan Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah, di bidang sumber daya air dan

penataan ruang.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas PUSDATARU
dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah, berada pada Misi ke-3 (tiga) : ’“Memperkuat
kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk
mengurangi  kemiskinan  dan = pengangguran”,  serta
mendukung Program Unggulan ke-7 (tujuh) "Pengembangan
transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara
serta pembangunan embung/irigasi” dan Program Unggulan
ke-8 (delapan) “Pembukaan kawasan industri baru dan

rintisan pertanian terintegrasi”
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Dalam rangka mewujudkan misi tersebut telah

ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

1. Tujuan

a.

Meningkatkan  tata  kelola  organisasi  Dinas
PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.
Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan

Penataan Ruang.

2. Sasaran

a.

d.

Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator kinerja
berupa Nilai Kepuasan Masyarakat.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas
PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator
kinerja berupa Nilai SAKIP.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber
Daya Air, dengan indikator kinerja berupa persentase
kualitas sarana dan prasarana sumber daya air.
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
Rencana Tata Ruang (RTR), dengan indikator kinerja
berupa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

terhadap RTR.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator

sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa

Tengah lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1

berikut:
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Tabel I1.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

ARAH
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Tujuan 1 : Sasaran 1.1: Meningkatkan Meningkatkan
Meningkatkan Meningkatnya pemenuhan kualitas
tata kelola kualitas pelayanan | kebutuhan pelayanan
organisasi Dinas | Dinas PUSDATARU | perkantoran, Dinas
PUSDATARU Provinsi Jawa kepegawaian dan PUSDATARU
Provinsi Jawa Tengah keuangan Provinsi Jawa
Tengah administrasi Tengah
pelayanan
Tujuan 2 : Sasaran 2.1 : Perbaikan dan Meningkatkan
Meningkatkan Meningkatnya pembangunan kondisi baik
pelayanan kualitas sarana sarana dan sarana dan
ngber Daya dan prasarana . prasarana jaringan| Prasarana
Air dan Sumber Daya Air irigasi. jaringan irigasi
Penataan Ruang ) dan layanan
Pembinaan,

pemantauan dan
evaluasi kinerja
kondisi sarana dan
prasarana jaringan
irigasi.

Operasi dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana jaringan
irigasi dan air baku
Balai PSDA.

Perbaikan dan
pembangunan
sarana dan
prasarana air
baku.

Pembinaan,
pemantauan dan
evaluasi kinerja
kondisi sarana dan
prasarana air
baku.

Peningkatan
pengelolaan asset
dan fasilitas
kerjasama daerah
dalam pengelolaan
SDA

pemenuhan
kebutuhan air
baku
Kewenangan
Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah.
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ARAH

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Pembangunan dan Menlr}gkatkan
rehabilitasi sarana fungs:1 .dan‘
dan prasarana kond1§1 baik
sungai dan pantai. | SUgal

Kewenangan
Pembinaan, Pemerintah
pemantauan dan Provinsi Jawa
evaluasi kinerja Tengah
kondisi sarana dan
prasarana sungai
dan pantai.
Operasi dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana sungai
dan pantai Balai
PSDA Bodri Kuto
dan Pemali Comal.
Pengelolaan banjir | Menurunnya
dan peralatan. daerah -

genangan banjir
Pemeliharaan Kewenangan
darurat sarana dan| Pemerintah
prasarana sungai Provinsi Jawa
dan pantai Balai Tengah
PSDA.
Perencanaan Meningkatkan
teknis prasarana pengembangan

dan sarana SDA.

dan pembinaan
teknis Sumber

Pengelolaan Daya Air

Hidrologi dan

Sistem Informasi

SDA.

Pengembangan dan

Pendayagunaan

SDA
Sasaran 2.2 : Menyelenggarakan Menciptakan
Terwujudnya pengaturan, tercapainya
kesesuaian pembinaan, tertib ruang
pemanfaatan pelaksanaan dan dalam
ruang terhadap pengawasan pelaksanaan
Rencana Tata penataan ruang pembangunan
Ruang (RTR). daerah

Sumber :Rencana Strategis DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
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Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia.

Target kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja antara lain
sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/
kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
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pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan
Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja,
yang dijabarkan dalam 2 program Ex-BAU, 3 Program Teknis
dan 1 Program Tata Ruang, dengan total 109 kegiatan yang
didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah (termasuk DAK)
sebesar Rp. 252.220.858.000,- dan APBN (Tugas
Pembantuan) sebesar Rp. 92.505.888.000,- sebagaimana
tercantum pada Tabel II.2 dan Tabel II.3 berikut ini :

Tabel I1.2
Perjanjian Kinerja (PK) 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 | Meningkatnya kualitas sarana | Persentase Kualitas sarana dan 54,24%
dan prasarana Sumber Daya | prasarana sumber daya air (%)
Air

2 | Terwujudnya kesesuaian Persentase kesesuaian 73,50%
pemanfaatan ruang terhadap | pemanfaatan ruang terhadap
Rencana Tata Ruang (RTR). RTR (%)

3 | Meningkatnya kualitas Nilai Kepuasan Masyarakat 80%
pelayanan DPUSDATARU (Angka)
Provinsi Jawa Tengah

4 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai Sakip Perangkat Daerah 74
kinerja DPUSDATARU Provinsi| (Angka)
Jawa Tengah

Tabel I1.3

Dukungan Program Dan Anggaran

Program Anggaran Keterangan
Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan 122.303.703.000,- APBD
Air Baku
Program Pengelolaan Sungai, Pantai dan 88.322.533.000,- APBD
Pengendalian Banjir
Program Pengembangan dan Pembinaan 16.901.269.000,- APBD
Teknis SDA
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.065.000.000,- APBD
Program Manajemen Administrasi 19.653.353.000,- APBD

Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah

Program Perencanaan, dan Evaluasi 975.000.000,- APBD

Kinerja Perangkat Daerah

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang,2020.
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Perubahan Anggaran dan Target Kinerja

Dengan adanya pandemi COVID-19, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai strategi untuk
melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di
sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan
pemulihan perekonomian serta kebijakan di sisi keuangan
daerah. Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran
dengan tetap mempertahankan kesehatan dan
kesinambungan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah menetapkan perubahan (refocussing) atas Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

Anggaran 2020.

Perubahan tersebut juga terjadi pada postur
anggaran Dinas PUSDATARU, dukungan APBD Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2020 berubah menjadi sebesar Rp.
75.551.692.000,- dan APBN (Tugas Pembatuan) menjadi
sebesar Rp. 91.600.978.000,-.

Perubahan postur anggaran tersebut berdampak
pada penyesuaian target indikator Tujuan dan Sasaran
sebagai dan Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020, secara lengkap tercantum pada Tabel 11.4 DAN II.5 di

bawah ini :
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Tabel I1.4

Penyesuaian Target Kinerja Sasaran Strategis
Dinas PUSDATARU Tahun 2020 Pasca Rasionalisasi/
Refokusing APBD Tahun 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 | Meningkatnya kualitas sarana | Persentase Kualitas sarana dan 53,47%
dan prasarana Sumber Daya | prasarana sumber daya air (%)
Air

2 | Terwujudnya kesesuaian Persentase kesesuaian 73,06%
pemanfaatan ruang terhadap | pemanfaatan ruang terhadap
Rencana Tata Ruang (RTR). RTR (%)

3 | Meningkatnya kualitas Nilai Kepuasan Masyarakat 80%
pelayanan DPUSDATARU (Angka)
Provinsi Jawa Tengah

4 | Meningkatnya akuntabilitas Nilai Sakip Perangkat Daerah 74
kinerja DPUSDATARU Provinsi| (Angka)
Jawa Tengah

Sumber : Tabel Penyesuaian Target Kinerja Tahun 2020 Pasca Rasionalisasi
APBD Th 2020 (Pasca Desk Bappeda 10 Juni 2020)

Tabel I1.5
Penyesuaian Anggaran Belanja Dinas PUSDATARU Tahun 2020
Program Anggaran Keterangan
Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan 42.908.546.000,- APBD
Air Baku
Program Pengelolaan Sungai, Pantai dan 17.891.757.000,- APBD
Pengendalian Banjir
Program Pengembangan dan Pembinaan 4.378.544.000,- APBD
Teknis SDA
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.068.711.000,- APBD
Program Manajemen Administrasi 7.945.525.000,- APBD
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah
Program Perencanaan, dan Evaluasi 358.609.00,- APBD
Kinerja Perangkat Daerah

Sumber : DPPA Dinas PUSDATARU Tahun 2020.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada
Tahun 2020 telah melaksanakan seluruh program dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 2018-
2023, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38
Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023, terdapat 2 (dua) sasaran strategis
yang harus diwujudkan pada Tahun 2018-2023, sebagaimana
tertuang dalam Tabel III.1 :

Tabel III.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN PENJELASAN
SASARAN INDIKATOR (Alasan Pemilihan Indikator,
STRATEGIS KINERJA Forr.nulas1 Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)

Tujuan 1

Meningkatkan Tingkat » Alasan Pemilihan Indikator :

Pelayanan Sumber | pelayanan Indikator ini dipilih untuk

Daya Air dan ngber Daya mengevaluasi tingkat pelayanan

Penataan Ruang Air dan sarana dan prasarana Sumber Daya
Penataan Air dan Penataan Ruang di Provinsi
Ruang Jawa Tengah

* Formulasi Pengukuran :

Rata-rata dari (persentase kualitas
sarana dan prasarana SDA +

persentase kesesuaian pemanfaatan

ruang terhadap RTR)
» Tipe Perhitungan :
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PENJELASAN

TUJUAN DAN
SASARAN INDIKATOR (Alasan Pemilihan Indikator,
STRATEGIS KINERJA Forr'nula31 Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)
Komulatif
+ Sumber Data :
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah
+ Penanggungjawab :
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah
Sasaran 1.1
Meningkatnya Persentase « Alasan Pemilihan Indikator :

kualitas sarana
dan prasarana
sumber daya air

Kualitas sarana
dan prasarana
sumber daya
air

Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi kualitas sarana dan
prasarana sumber daya air

Formulasi Pengukuran :
Rata-rata dari (persentase kondisi
baik sarana dan prasarana jaringan
irigasi + persentase pemenuhan
kebutuhan air baku + persentase
sungai dalam kondisi baik +
persentase luas daerah bebas
genangan banjir)

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah

Penanggungjawab :

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah

Sasaran 1.2

Terwujudnya
kesesuaian

pemanfaatan ruang

terhadap RTR

Persentase
kesesuaian
pemanfaatan
ruang terhadap
Rencana Tata
Ruang (RTR)

Alasan Pemilihan Indikator :
Indikator ini dipilih untuk
mengevaluasi kesesuaian
pemanfaatan ruang terhadap
Rencana Tata Ruang (RTR)
Formulasi Pengukuran :

YPemanfaatan Ruang Yang Sesuai RTR X 100%

YPemanfaatan Ruang

Tipe Perhitungan :

Komulatif
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PENJELASAN
(Alasan Pemilihan Indikator,
Formulasi Pengukuran, Tipe
Penghitungan dan Sumber Data)

TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

« Sumber Data :

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah

« Penanggungjawab :

« Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa
Tengah

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019

Adapun untuk hasil pengukuran kinerja pada
masing-masing sasaran strategis berdasarkan pada target
dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana disajikan pada uraian

di bawah ini:

A. Pengukuran Pencapaian Sasaran

akhir 2020,

Jawa Tengah berhasil

Sampai tahun Dinas

PUSDATARU Provinsi

dengan
memenuhi
tingkat capaian 100% dari target sasaran yang ditetapkan,

sebagaimana Tabel berikut :

Tabel III.2
Pengukuran Sasaran Strategis
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

CAPAIAN
S?‘?Qiél‘l;%}lgs INDIKATOR KINERJA TARGET [REALISASI| TAHUN
2019 | 2020
1. Meningkatkatnya Persentase kualitas 53,47 53,47 100 | 100
kualitas sarana sarana dan
dan prasarana prasarana Sumber
Sumber Daya Air Daya Air (SDA).
(SDA).
2. Terwujudnya Persentase 73,06 73,06 100 100
kesesuaian kesesuaian
Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang
Ruang terhadap terhadap Rencana
Rencana Tata Tata Ruang (RTR).
Ruang (RTR).
3. Meningkatnya Nilai kepuasan 80,00 80,00 100 | 100
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CAPAIAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET |REALISASI| TAHUN

STRATEGIS 2019 | 2020

kualitas masyarakat (Angka)
pelayanan
DPUSDATARU
Provinsi Jawa
Tengah

4. Meningkatnya Nilai SAKIP 74,00 80,54 100 |108,8
akuntabilitas Perangkat Daerah
kinerja (PD)
DPUSDATARU
Provinsi Jawa
Tengah.

Sumber: e-controlling Kinerja DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah TA. 2020

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian
kinerja sasaran, dipergunakan interval nilai sebagai berikut :
Tabel II1.3

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 |75-100% Baik
3 |55-74% Cukup
4 |Kurang dari 55 % Kurang

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja

a. Sasaran-1 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-1,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada

Tabel sebagai berikut :
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Tabel II1.4
Realisasi Sasaran-1

CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI
TAHUN (%)
STRATEGIS KINERJA (%) (%)
20192020
Meningkatkatnya Persentase 53.47 53.47 100 | 100
kualitas sarana dan | kualitas sarana
prasarana Sumber dan prasarana
Daya Air (SDA). Sumber Daya Air
(SDA).
Rata-Rata Capaian Sasaran-1 100 | 100

Sumber: e-controlling Kinerja DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah TA. 2020

Refokusing anggaran akibat pandemi covid secara
langsung mempengaruhi target sasaran strategis
Meningkatkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber
Daya Air (SDA), yang semula memiliki target sebesar 54,24%
disesuaikan menjadi 53.47%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1,
dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa
secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat
dikategorikan Baik.

Dari hasil pengukuran kinerja Sasaran-1 penyesuain
target pada tahun 2020 tidak naik secara signifikan dari
tahun 2019, karena adanya refokusing anggaran. Gambaran
Target dan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan lima
tahun ke depan pada masing-masing sasaran sejak tahun
2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana
pada Gambar 3.1 di bawah ini.
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Gambar 3.1
Grafik Target Dan Realisasi Sasaran-1
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Sumber : Analisis 2020

Penggunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Sarana dan
Prasarana Sumber Daya Air), adalah sebesar Rp.
54.791.831.156,- atau 84,06% dari total pagu sebesar Rp.
65.178.847.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 15,93% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya
Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air),
sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program
Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA, Pengelolaan
Jaringan Irigasi Dan Air Baku, Pengelolaan Sungai, Pantai,
Dan Pengendalian Banjir, dengan kegiatan-kegiatan
diantaranya sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA;

b) Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA;

c) Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA;

d) Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana
Irigasi;

e) Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air
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Baku;
f) Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi
Prasarana dan Sarana Irigasi;

g) Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerjadan Kondisi

Prasarana dan Sarana Air Baku
h) Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA

1) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Sungai dan Pantai

J) Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi

Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
k) Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan

1) Kegiatan pendukunglainnya.

Gambar 3.2

Dokumentasi Kegiatan Perbaikan Dan Pembangunan
Prasarana Dan Sarana Irigasi

Keterangan : a. Pelaksanaan perbaikan Bangunan Terjun DI Kedungwaru;
b. Pelaksanaan normalisasi saluran DI Kedungsapen,;
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Gambar 3.3

Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi
Prasarana Dan Sarana Sungai Dan Pantai

Keterangan : Pelaksanaan pemeliharaan anak sungai Rawapening (sungai Galeh)

b. Sasaran-2 : Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-2,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada

Tabel sebagai berikut :
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Tabel II1I.5
Realisasi Sasaran-2

CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR TARGET |REALISASI
TAHUN (%)
STRATEGIS KINERJA (%) (%)
2019|2020
(1) (2) (3) (4) (5) | (6)
Terwujudnya Persentase 73,06 73,06 100 | 100
kesesuaian Kesesuaian
pemanfaatan Pemanfaatan
ruang Ruang Terhadap
terhadap RTR
Rencana Tata
Ruang (RTR).
Rata-Rata Capaian Sasaran-1 100 | 100

Sumber: e-controlling Kinerja DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah TA. 2020

Refokusing anggaran akibat pandemi covid secara
langsung mempengaruhi target sasaran strategis
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap
Rencana Tata Ruang (RTR), yang semula memiliki target

sebesar 73,50% disesuaikan menjadi 73.06%.

Hasil pengukuran kinerja sasaran-2, dari indikator
kinerja sebagai tolok ukurnya menunjukkan bahwa secara
umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat dicapai
sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat dikategorikan
Baik.

Dari hasil pengukuran kinerja Sasaran-2 dapat
dilihat pada gambar grafik Target dan Realisasi Capaian
Kinerja sampai dengan lima tahun ke depan pada masing-
masing sasaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

sebagaimana pada Gambar 3.2 di bawah ini
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Gambar 3.4
Grafik Target Dan Realisasi Sasaran-2
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Sumber : Analisis 2020

Penggunaan sumber daya keuangan untuk
pencapaian Sasaran 2 (Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan
ruang terhadap RTR), adalah sebesar Rp. 1.745.006.286,-
atau 84,35% dari total pagu sebesar Rp.2.068.711.000,-. Hal
ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar
15,04% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 (Terwujudnya
kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR), sesungguhnya
tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang, dengan kegiatan-kegiatan diantaranya
sebagai berikut :

a). Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;

b). Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang

Kab/Kota;
c). Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;

d). Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
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€). Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai

(6 balai);
f). Kegiatan pendukung lainnya.

Gambar 3.5
Dokumentasi Produk Konsultansi Dan Kegiatan Optimalisasi
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Keterangan : a. Produk Konsultansi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
b. Produk Konsultansi Identifikasi Perhitungan Pemenuhan RTH Perkotaan;

c. Webinar Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020;
d. Workshop Peningkatan Kerja TKPRD
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Gambar 3.6
Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Penyusunan/ Review
Rencana Tata Ruang Kab/Kota

Keterangan : a. Lomba Fotografi dan Poster Hari Agraria dan Tata Ruang 2020;
b. Rapat koordinasi penyusunan RDTR Perkotaan Purbalingga.

Gambar 3.7
Dokumentasi Produk Konsultansi Dan Kegiatan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

RUANG
TINOVEMBER 2020

Keterangan : a. Produk Konsultansi Identifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Provinsi
Jawa Tengah 2020;
b. Kegiatan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Tahun 2020

c. Sasaran-3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3,
Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada

Tabel sebagai berikut :
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Tabel II1.6
Realisasi Sasaran-3

REA CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR TARGET (%)
STRATEGIS KINERJA (%) LISOASI
(%) 2019 | 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya kualitas Nilai Kepuasan 80,00 80,00 100 100
pelayanan Dinas Masyarakat
PUSDATARU Provinsi (Angka)
Jawa Tengah
Rata-Rata Capaian Sasaran-3 100 100

Sumber: e-controlling Kinerja DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah TA. 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3,

dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa

secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat

dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat

dikategorikan Baik.

d. Sasaran-4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-4,

Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada

Tabel sebagai berikut :
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Tabel II1.7
Realisasi Sasaran-4

CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR | TARGET |REALISASI
TAHUN (%)
STRATEGIS KINERJA (%) (%)
2019 | 2020
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya Nilai Sakip 74,00 80,54 100 |108,83
akuntabilitas kinerja Perangkat
Dinas PUSDATARU Daerah
Provinsi Jawa (Angka)
Rata-Rata Capaian Sasaran-1 100 | 108,8

Sumber: e-controlling Kinerja DPUSDATARU Provinsi Jawa Tengah TA. 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4,
dari indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa
secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dapat
dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, atau dapat
dikategorikan Baik. Capaian tersebut dapat melebihi target
karena Dinas PUSDATARU dinilai dapat memenuhi kriteria-
kriteria akuntabilitas kinerja dengan baik.

Dari hasil pengukuran kinerja Sasaran-4 dapat
dilihat pada gambar grafik Target dan Realisasi Capaian
Kinerja sampai dengan lima tahun ke depan pada masing-
masing sasaran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023

sebagaimana pada Gambar 3.8 di bawah ini:
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Gambar 3.8
Grafik Target Dan Realisasi Sasaran-4
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Sumber : Analisis 2020

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran

2020, besarnya anggaran yang dikelola yaitu :

a) Target Pendapatan

Pada tahun 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak
Rp. 3.631.421.000,-, pendapatan yang diperoleh sampai
dengan akhir tahun 2020 adalah sebesar
Rp.3.129.308.360,- atau dicapai sebesar 86,17%.
Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat

pada Tabel 3.8:
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Tabel II1.8
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

REALISASI SELISIH
NO JENIS TARGET
PENDAPATAN (Rp) % (Rp) %

1 | Pemakaian 2.103.361.000 2.240.124.070 106,50 136.763.070 6,50
Tanah

2 | Pemakaian 362.700.000 366.284.290 100,99 3.584.290 0,99
Bangunan/
Saluran
Pengairan

3 | Sewa Alat Berat 1.165.360.000 522.900.000 44,87 - 642.460.000 -55,13
Lain - Lain PAD 0 0 0 0 0
Yang Sah
Tahun 2020 3.631.421.000 3.129.308.360 86,17 - 502.112.640 -13,83
Tahun 2019 4.700.000.000 91,14 -416.382.182 -8,86

4.283.617.818

Selisih - 1.068.579.000 - 1.154.309.458 -4,97 - 85.730.458 -4,97

Sumber: Laporan Pengendalian Kegiatan APBD & APBN TA. 2020 s/d Akhir

b)

Desember Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, dapat
disimpulkan bahwa pendapatan tahun 2020 mengalami
penurunan baik dari sisi realisasi

target, maupun

selisihnya. Realisasi pendapatan tahun 2020 masih

dibawah target yang dikarenakan antara lain:

- Tidak tercapainya Sewa Alat Berat dikarenakan usia
alat berat yang dimiliki dinilai cukup tua sehingga
kalah saing dengan kompetitor.

- Tidak

Kantin, dikarenakan penyewa membayar sewa belum

tercapainya target Sewa Lap.Tenis dan Sewa

tepat waktu.
- Tidak Tercapainya Sewa Ruangan dikarenakan penyewa

membayar sewa belum tepat waktu.

Pelaksanaan APBD dan APBN Tahun 2019
Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya
Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan
sebesar Rp.167.152.670.000,-.

Anggaran Anggaran
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tersebut bersumber dari APBD (termasuk DAK) sebesar
Rp. 75.551.692.000,- dan APBN (Tugas Pembantuan)
sebesar Rp.91.600.978.000,-. Dalam realisasinya dari
anggaran APBD terserap sebanyak Rp. 64.297.265.138,-
atau 85,10%, sehingga terdapat efisiensi/Silpa Anggaran
APBD sebesar Rp. 11.254.426.862,- atau 14.89% dan
realisasi anggaran APBN terserap sebanyak
Rp.89.163.414.574,- atau 97,34%, sehingga terdapat
efisiensi/Silpa Anggaran APBN sebesar Rp.
2.437.563.426,- atau 2,66%. Adapun hasil realisasi
anggaran belanja untuk APBD dan APBN selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel I11.9 dan I11.10
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Tabel II1.9

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020

KEGIATAN
ADMINISTRASI
PELAYANAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

1.206.640.000

1.119.470.348

92,78

87.169.652

7,22

KEGIATAN PELAYANAN
JASA SURAT MENYURAT
DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH

54.574.000

52.502.722

96,2

2.071.278

3,80

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KOMUNIKASI, AIR
DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH

605.000.000

510.330.426

84,35

94.669.574

15,65

KEGIATAN PENYEDIAAN
JAMINAN BARANG MILIK
DAERAH

194.700.000

184.569.000

94,8

10.131.000

5,20
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KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN DAN
PELAYANAN
PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH

1.885.780.000

1.877.887.108

99,58

7.892.892

0,42

KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH

162.080.000

153.111.080

94,47

8.968.920

5,53

KEGIATAN PELAYANAN
PENYEDIAAN MAKAN
MINUM RAPAT
PERANGKAT DAERAH

14.700.000

14.525.000

98,81

175.000

KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN/BUKU
PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH

3.830.000

3.740.000

97,65

90.000

2,35

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/
BERKALA RUMAH
JABATAN/RUMAH
DINAS/GEDUNG
KANTOR/ KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

428.920.000

420.359.550

98

8.560.450

2,00

10

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN
/BERKALA SARANA
KANTOR DAN RUMAH
TANGGA PERANGKAT
DAERAH

277.942.000

270.307.400

97,25

7.634.600

2,75

8¢




11 | KEGIATAN REHAB 185.000.000 184.049.000 | 99,49 951.000 0,51
GEDUNG KANTOR
PERANGKAT DAERAH
12 KEGIATAN PENDIDIKAN 72.240.000 71.107.000 | 98,43 1.133.000 1,57
DAN PELATIHAN FORMAL
13 | KEGIATAN PELAYANAN 543.326.000 486.916.550 | 89,62 56.409.450 10,38
INFORMASI PERANGKAT
DAERAH
14 | KEGIATAN 28.515.000 25.137.704 | 88,16 3.377.296 11,84
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH
PERENCANAAN DAN 358.609.000 350.961.980 (| 97,87 7.647.020 2,13
EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH -
DINAS PEKERJAAN
UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN
RUANG
15 KEGIATAN PENYUSUNAN 168.854.000 161.971.632 | 95,92 6.882.368 4,08
DOKUMEN
PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH
16 KEGIATAN PENYUSUNAN 189.755.000 188.990.348 99,6 764.652 0,40
DOKUMEN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT
DAERAH
MANAJEMEN 490.462.000 424.005.586 | 86,45 66.456.414 13,55
ADMINISTRASI
PELAYANAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN

6¢




PERANGKAT DAERAH -
BALAI PSDA PEMALI
COMAL

17

KEGIATAN PELAYANAN
JASA SURAT MENYURAT
DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH

29.260.000

29.107.500

99,48

152.500

0,52

18

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KOMUNIKASI, AIR
DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH

206.904.000

142.152.937

68,7

64.751.063

31,30

19

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN DAN
PELAYANAN
PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH

34.500.000

34.500.000

100

0,00

20

KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH

12.420.000

12.038.124

96,93

381.876

3,07

21

KEGIATAN PELAYANAN
PENYEDIAAN MAKAN
MINUM RAPAT
PERANGKAT DAERAH

2.300.000

2.300.000

100

0,00

22

KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN/BUKU
PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH

1.200.000

1.200.000

100

0,00

23

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/
BERKALA RUMAH
JABATAN/RUMAH

167.410.000

166.536.025

99,48

873.975

0,52

(037




DINAS/GEDUNG
KANTOR/ KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

24

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN
/BERKALA SARANA
KANTOR DAN RUMAH
TANGGA PERANGKAT
DAERAH

36.468.000

36.171.000

99,19

297.000

0,81

MANAJEMEN
ADMINISTRASI
PELAYANAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH -
BALAI PSDA BODRI
KUTO

431.447.000

404.004.923

94

27.442.077

6,36

25

KEGIATAN PELAYANAN
JASA SURAT MENYURAT
DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH

13.396.000

13.166.050

98,28

229.950

1,72

26

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KOMUNIKASI, AIR
DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH

166.984.000

141.784.398

84,91

25.199.602

15,09

27

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN DAN
PELAYANAN
PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH

78.188.000

76.728.000

98,13

1.460.000

1,87

28

KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM

7.450.000

7.275.000

97,65

175.000

2,35

|87




DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH

29

KEGIATAN PELAYANAN
PENYEDIAAN MAKAN
MINUM RAPAT
PERANGKAT DAERAH

7.100.000

7.000.000

98,59

100.000

1,41

30

KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN/BUKU
PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH

942.000

942.000

100

0,00

31

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/
BERKALA RUMAH
JABATAN/RUMAH
DINAS/GEDUNG
KANTOR/ KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

94.880.000

94.651.375

99,76

228.625

0,24

32

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN
/BERKALA SARANA
KANTOR DAN RUMAH
TANGGA PERANGKAT
DAERAH

62.507.000

62.458.100

99,92

48.900

0,08

MANAJEMEN
ADMINISTRASI
PELAYANAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH -
BALAI PSDA SERANG
LUSI JUANA

369.293.000

350.362.315

94,87

18.930.685

5,13

4%




33

KEGIATAN PELAYANAN
JASA SURAT MENYURAT
DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH

15.389.000

15.382.200

99,96

6.800

0,04

34

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KOMUNIKASI, AIR
DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH

147.000.000

132.267.690

89,98

14.732.310

10,02

35

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN DAN
PELAYANAN
PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH

45.600.000

45.540.000

99,87

60.000

36

KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH

8.350.000

8.140.000

97,49

210.000

2,51

37

KEGIATAN PELAYANAN
PENYEDIAAN MAKAN
MINUM RAPAT
PERANGKAT DAERAH

5.400.000

5.375.000

99,54

25.000

0,46

38

KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN/BUKU
PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH

1.355.000

1.300.000

95,94

55.000

4,06

39

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/
BERKALA RUMAH
JABATAN/RUMAH
DINAS/GEDUNG
KANTOR/ KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

114.351.000

110.539.925

96,67

3.811.075

3,33
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40

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN
/BERKALA SARANA
KANTOR DAN RUMAH
TANGGA PERANGKAT

DAERAH

31.848.000

31.817.500

99,9

30.500

MANAJEMEN
ADMINISTRASI
PELAYANAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH -
BALAI PSDA
BENGAWAN SOLO

357.592.000

294.717.481

82,42

62.874.519

17,58

41

KEGIATAN PELAYANAN
JASA SURAT MENYURAT
DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH

11.877.000

11.797.000

99,33

80.000

0,67

42

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KOMUNIKASI, AIR
DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH

169.400.000

110.405.406

65,17

58.994.594

34,83

43

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN DAN
PELAYANAN
PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH

33.000.000

33.000.000

100

0,00

44

KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH

13.700.000

13.695.400

99,97

4.600

0,03

b




45

KEGIATAN PELAYANAN
PENYEDIAAN MAKAN
MINUM RAPAT
PERANGKAT DAERAH

2.700.000

2.670.000

98,89

30.000

46

KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN/BUKU
PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH

600.000

556.000

92,67

44.000

7,33

47

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/
BERKALA RUMAH
JABATAN/RUMAH
DINAS/GEDUNG
KANTOR/ KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

99.735.000

96.393.175

96,65

3.341.825

3,35

48

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN
/BERKALA SARANA
KANTOR DAN RUMAH
TANGGA PERANGKAT
DAERAH

26.580.000

26.200.500

98,57

379.500

1,43

MANAJEMEN
ADMINISTRASI
PELAYANAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH -
BALAI PSDA PROGO
BOGOWONTO LUK ULO

281.293.000

249.278.714

88,62

32.014.286

11,38

49

KEGIATAN PELAYANAN
JASA SURAT MENYURAT
DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH

16.637.000

16.479.500

99,05

157.500

0,95

SP




50

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KOMUNIKASI, AIR
DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH

110.000.000

81.331.194

73,94

28.668.806

26,06

51

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN DAN
PELAYANAN
PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH

46.200.000

45.738.000

99

462.000

1,00

52

KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH

18.490.000

18.215.945

98,52

274.055

1,48

53

KEGIATAN PELAYANAN
PENYEDIAAN MAKAN
MINUM RAPAT
PERANGKAT DAERAH

2.600.000

2.585.000

99,42

15.000

0,58

54

KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN/BUKU
PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH

1.000.000

996.000

99,6

4.000

0,40

55

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/
BERKALA RUMAH
JABATAN/RUMAH
DINAS/GEDUNG
KANTOR/ KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

48.750.000

46.561.075

95,51

2.188.925

4,49

56

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN
/BERKALA SARANA
KANTOR DAN RUMAH

37.616.000

37.372.000

99,35

244.000

0,65
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TANGGA PERANGKAT
DAERAH

MANAJEMEN
ADMINISTRASI
PELAYANAN UMUM,
KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH -
BALAI PSDA SERAYU
CITANDUY.

352.191.000

313.083.809

88,90

39.107.191

11,10

57

KEGIATAN PELAYANAN
JASA SURAT MENYURAT
DAN KEARSIPAN
PERANGKAT DAERAH

22.818.000

22.596.500

99,03

221.500

0,97

58

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KOMUNIKASI, AIR
DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH

132.000.000

98.352.209

74,51

33.647.791

25,49

59

KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN DAN
PELAYANAN
PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH

30.000.000

27.600.000

92

2.400.000

8,00

60

KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI DALAM
DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH

30.330.000

30.330.000

100

0,00

61

KEGIATAN PELAYANAN
PENYEDIAAN MAKAN
MINUM RAPAT
PERANGKAT DAERAH

8.380.000

8.290.000

98,93

90.000

1,07

LYy




KEGIATAN PENYEDIAAN
BAHAN BACAAN/BUKU
PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH

1.129.000

1.050.000

93

79.000

7,00

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/
BERKALA RUMAH
JABATAN/RUMAH
DINAS/GEDUNG
KANTOR/ KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH

82.681.000

81.212.400

98,22

1.468.600

1,78

PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN TEKNIS
SDA - BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN TEKNIS

KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN
/BERKALA SARANA
KANTOR DAN RUMAH
TANGGA PERANGKAT
DAERAH

44.853.000

4.378.544.000

43.652.700

4.228.716.984

97,32

96,58

1.200.300

149.827.016

2,68

3,42

KEGIATAN
PERENCANAAN TEKNIS
PRASARANA DAN
SARANA SDA

1.238.089.000

1.223.288.395

98,8

14.800.605

1,20

KEGIATAN
PENGELOLAAN
HIDROLOGI DAN SISTEM

491.482.000

490.001.200

99,7

1.480.800

0,30
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INFORMASI SDA

67

KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDA

2.648.973.000

2.515.427.389

94,96

133.545.611

5,04

10

PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI

DAN AIR BAKU -

BIDANG IRIGASI DAN

AIR BAKU

12.677.374.000

3.196.705.823

25,22

9.480.668.177

74,78

68

PERBAIKAN DAN
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI

11.277.796.000

1.805.089.047

16,01

9.472.706.953

83,99

69

PERBAIKAN DAN
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
SARANA AIR BAKU

439.961.000

439.438.755

99,88

522.245

0,12

70

PEMBINAAN,
PEMANTAUAN &
EVALUASI KINERJA DAN
KONDISI PRASARANA
DAN SARANA IRIGASI

178.913.000

173.144.346

96,78

5.768.654

3,22

71

PEMBINAAN,
PEMANTAUAN &
EVALUASI KINERJA DAN
KONDISI PRASARANA
DAN SARANA AIR BAKU

65.337.000

65.157.325

99,73

179.675

0,27

72

KERJASAMA DAN
MANAJEMEN ASET
DALAM PENGELOLAAN
SDA

715.367.000

713.876.350

99,79

1.490.650

0,21
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11 PENGELOLAAN 5.226.841.000 5.138.282.290 | 98,31 88.558.710 1,69
SUNGAI, PANTAI, DAN
PENGENDALIAN
BANJIR - BIDANG
SUNGAI, BENDUNGAN
DAN PANTAI
73 | PEMBANGUNAN DAN 1.438.145.000 1.407.556.900 | 97,87 30.588.100 2,13
REHABILITASI
PRASARANA DAN
SARANA SUNGAI DAN
PANTAI
74 | PEMBINAAN, 422.296.000 418.238.100 | 99,04 4.057.900 0,96
PEMANTAUAN &
EVALUASI KINERJA DAN
KONDISI PRASARANA
DAN SARANA SUNGAI
DAN PANTAI
75 | PENGENDALIAN BANJIR 3.366.400.000 3.312.487.290 | 98,4 53.912.710 1,60
DAN PENGELOLAAN
PERALATAN
12 PENYELENGGARAAN 1.692.405.000 1.371.072.139 | 81,01 321.332.861 18,99
PENATAAN RUANG -
BIDANG PENATAAN
RUANG
76 | PENYUSUNAN RENCANA 308.200.000 166.938.780 | 54,17 141.261.220 45,83
TATA RUANG PROVINSI
JAWA TENGAH
77 | PEMBINAAN 287.140.000 234.283.530 | 81,59 52.856.470 18,41
PENYUSUNAN/ REVIEW
RENCANA TATA RUANG
KAB/KOTA
78 | bENGENDALIAN 510.852.000 410.208.034 | 80,3 100.643.966 19,70

PEMANFAATAN RUANG
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79 | OPTIMALISASI 586.213.000 559.641.795 | 95,47 26.571.205 4,53
PELAKSANAAN
PEMANFAATAN RUANG
13 PENGELOLAAN 6.816.182.000 6.755.071.850 | 99,1 61.110.150 0,90
JARINGAN IRIGASI
DAN AIR BAKU - BALAI
PSDA PEMALI COMAL
80 | KEGIATAN OPERASI DAN 6.816.182.000 6.755.071.850 | 99,1 61.110.150 0,90
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI DAN AIR
BAKU BALAI PSDA
PEMALI COMAL
14 PENGELOLAAN 3.155.894.000 3.145.612.200 | 99,67 10.281.800 0,33
SUNGAI, PANTAI, DAN
PENGENDALIAN
BANJIR - BALAI PSDA
PEMALI COMAL
81 | KEGIATAN OPERASI DAN 1.444.435.000 1.438.105.800 | 99,56 6.329.200 0,44
PEMELIHARAAN SARANA
PRASARANA SUNGAI DAN
PANTAI BALAI PSDA
PEMALI COMAL
82 | KEGIATAN 852.389.000 850.339.800 | 99,76 2.049.200 0,24
PENGENDALIAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDA
BALAI PSDA PEMALI
COMAL
83 | KEGIATAN PENANGANAN 859.070.000 857.166.600 | 99,78 1.903.400 0,22
BANJIR BALAI PSDA
PEMALI COMAL
15 PENYELENGGARAAN 78.468.000 77.824.750 | 99,18 643.250 0,82
PENATAAN RUANG -

BALAI PSDA PEMALI

1S




COMAL
84 | KEGIATAN PEMANTAUAN 78.468.000 77.824.750 | 99,18 643.250 0,82
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH BALAI PSDA
PEMALI COMAL
16 PENGELOLAAN 5.167.528.000 5.132.647.550 | 99,33 34.880.450 0,67
JARINGAN IRIGASI
DAN AIR BAKU - BALAI
PSDA BODRI KUTO
85 | KEGIATAN OPERASI DAN 5.167.528.000 5.132.647.550 | 99,33 34.880.450 0,67
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI DAN AIR
BAKU BALAI PSDA
BODRI KUTO
17 PENGELOLAAN 2.952.768.000 2.906.792.109 | 98,44 45.975.891 1,56
SUNGAI, PANTAI, DAN
PENGENDALIAN
BANJIR - BALAI PSDA
BODRI KUTO
86 | KEGIATAN OPERASI DAN 1.475.177.000 1.454.384.200 | 98,59 20.792.800 1,41
PEMELIHARAAN SARANA
PRASARANA SUNGAI DAN
PANTAI BALAI PSDA
BODRI KUTO
87 | KEGIATAN PENANGANAN 711.465.000 702.984.900 | 98,81 8.480.100 1,19
BANJIR BALAI PSDA
BODRI KUTO
88 | KEGIATAN 766.126.000 749.423.009 | 97,82 16.702.991 2,18
PENGENDALIAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDA
BALAI PSDA BODRI
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KUTO

18 PENYELENGGARAAN 92.791.000 92.552.050 | 99,74 238.950 0,26
PENATAAN RUANG -
BALAI PSDA BODRI
KUTO
89 | KEGIATAN PEMANTAUAN 92.791.000 92.552.050 | 99,74 238.950 0,26
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH BALAI PSDA
BODRI KUTO
19 PENGELOLAAN 4.351.184.000 4.347.054.550 | 99,91 4.129.450 0,09
JARINGAN IRIGASI
DAN AIR BAKU - BALAI
PSDA SERANG LUSI
JUANA
90 | KEGIATAN OPERASI DAN 4.351.184.000 4.347.054.550 | 99,91 4.129.450 0,09
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI DAN AIR
BAKU BALAI PSDA
SELUNA
20 PENGELOLAAN 1.745.273.000 1.742.187.200 | 99,82 3.085.800 0,18
SUNGAI, PANTAI, DAN
PENGENDALIAN
BANJIR - BALAI PSDA
SERANG LUSI JUANA
91 | KEGIATAN 547.870.000 546.764.050 | 99,8 1.105.950 0,20
PEMELIHARAAN
DARURAT PRASARANA

DAN SARANA SUNGAI
DAN PANTAI BALAI PSDA
SELUNA
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92 | KEGIATAN 585.621.000 585.104.750 | 99,91 516.250 0,09
PENGENDALIAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDA
BALAI PSDA SELUNA
93 | KEGIATAN PENANGANAN 611.782.000 610.318.400 | 99,76 1.463.600 0,24
BANJIR BALAI PSDA
SELUNA
21 PENYELENGGARAAN 52.524.000 52.151.800 | 99,29 372.200 0,71
PENATAAN RUANG -
BALAI PSDA SERANG
LUSI JUANA
94 | KEGIATAN PEMANTAUAN 52.524.000 52.151.800 | 99,29 372.200 0,71
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH BALAI PSDA
SELUNA
22 PENGELOLAAN 6.686.629.000 6.351.155.300 | 94,98 335.473.700 5,02
JARINGAN IRIGASI
DAN AIR BAKU - BALAI
PSDA BENGAWAN
SOLO
95 | KEGIATAN OPERASI DAN 6.686.629.000 6.351.155.300 | 94,98 335.473.700 5,02
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI DAN AIR
BAKU BALAI PSDA
BENGAWAN SOLO
23 PENGELOLAAN 1.534.319.000 1.489.864.550 | 97,10 44.454.450 2,90
SUNGAI, PANTAI, DAN
PENGENDALIAN
BANJIR - BALAI PSDA
BENGAWAN SOLO
96 | KEGIATAN 504.468.000 481.501.800 | 95,45 22.966.200 4,55
PEMELIHARAAN
DARURAT PRASARANA
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DAN SARANA SUNGAI
DAN PANTAI BALAI PSDA

BENGAWAN SOLO

97 | KEGIATAN 581.862.000 579.840.950 | 99,65 2.021.050 0,35
PENGENDALIAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDA
BALAI PSDA BENGAWAN
SOLO
98 | KEGIATAN PENANGANAN 447.989.000 428.521.800 | 95,65 19.467.200 4,35
BANJIR BALAI PSDA
BENGAWAN SOLO
24 PENYELENGGARAAN 49.764.000 49.608.650 | 99,69 155.350 0,31
PENATAAN RUANG -
BALAI PSDA
BENGAWAN SOLO
99 | KEGIATAN PEMANTAUAN 49.764.000 49.608.650 | 99,69 155.350 0,31
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH BALAI PSDA
BENGAWAN SOLO
25 PENGELOLAAN 3.086.796.000 3.033.758.281 | 98,28 53.037.719 1,72
JARINGAN IRIGASI
DAN AIR BAKU - BALAI
PSDA PROGO
BOGOWONTO LUK ULO
100 | KEGIATAN OPERASI DAN 3.086.796.000 3.033.758.281 | 98,28 53.037.719 1,72
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI DAN AIR
BAKU BALAI PSDA
PROBOLO
26 PENGELOLAAN 1.649.666.000 1.641.243.744 | 99,49 8.422.256 0,51
SUNGAI, PANTAI, DAN
PENGENDALIAN

BANJIR - BALAI PSDA
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PROGO BOGOWONTO
LUK ULO

101 | KEGIATAN 571.137.000 570.233.000 | 99,84 904.000 0,16
PEMELIHARAAN
DARURAT PRASARANA
DAN SARANA SUNGAI
DAN PANTAI BALAI PSDA
PROBOLO
102 | KEGIATAN 590.873.000 590.156.949 | 99,88 716.051 0,12
PENGENDALIAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDA
BALAI PSDA PROBOLO
103 | KEGIATAN PENANGANAN 487.656.000 480.853.795 | 98,61 6.802.205 1,39
BANJIR BALAI PSDA
PROBOLO
27 PENYELENGGARAAN 51.369.000 51.138.497 | 99,55 230.503 0,45
PENATAAN RUANG -
BALAI PSDA PROGO
BOGOWONTO LUK ULO
104 | KEGIATAN PEMANTAUAN 51.369.000 51.138.497 | 99,55 230.503 0,45
PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH BALAI PSDA
PROBOLO
28 PENGELOLAAN 4.122.853.000 4.078.074.275 | 98,91 44.778.725 1,09
JARINGAN IRIGASI
DAN AIR BAKU - BALAI
PSDA SERAYU
CITANDUY.
105 | KEGIATAN OPERASI DAN 4.122.853.000 4.078.074.275 | 98,91 44.778.725 1,09

PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
SARANA IRIGASI DAN AIR
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BAKU BALAI PSDA
SERAYU CITANDUY

29 PENGELOLAAN 1.626.996.000 1.604.664.450 | 98,63 22.331.550 1,37
SUNGAI, PANTAI, DAN
PENGENDALIAN
BANJIR - BALAI PSDA
SERAYU CITANDUY.
106 | KEGIATAN 257.793.000 255.014.300 | 98,92 2.778.700 1,08
PEMELIHARAAN
DARURAT PRASARANA

DAN SARANA SUNGAI
DAN PANTAI BALAI PSDA
SERAYU CITANDUY

107 | KEGIATAN 705.672.000 699.327.900 99,1 6.344.100 0,90
PENGENDALIAN DAN
PENDAYAGUNAAN SDA
BALAI PSDA SERAYU
CITANDUY

108 | KEGIATAN PENANGANAN 663.531.000 650.322.250 [ 98,01 13.208.750 1,99
BANJIR BALAI PSDA
SERAYU CITANDUY

30 PENYELENGGARAAN 51.390.000 50.658.400 | 98,58 731.600 1,42
PENATAAN RUANG -
BALAI PSDA SERAYU
CITANDUY.
109 | KEGIATAN PEMANTAUAN 51.390.000 50.658.400 | 98,58 731.600 1,42

PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH BALAI PSDA
SERAYU CITANDUY
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Tabel II1.10

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBN TA. 2020

SATKER DINAS PEKERJAAN UMUM

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER 2020

SATKER
Pagu Biaya (R Progres Fisik (% Terkontrak Progres Keuangan
. gu Biaya (Rp) gres Fisik (%) g uang e
No Program / Kegiatan / Komponen Target | Real R (%) Target Realisasi Permasalahan
PHLN|  Rupiah TOTAL rget Real peviasi| " : e Deviasi
(%) ] (%) |, o (Rp) (%) (Rp) (o) | (o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
033.06.10|Program Pengelolaan Sumber Daya Air 0| 91.600.978.000[ 91.600.978.000 100,00| 100,00 0,00 0,00] 91.600.978.000| 100,00] 89.163.414.574| 97,34| -2,66
5300 |OPERAS| & PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA 0 91.600.978.000| 91.600.978.000| 100,00{100,00{ 0,00 0,00] 91.600.978.000 | 100,00| 89.163.414.574| 97,34| -2,66
SDA
5.300.001 | JARINGAN IRIGAS| PERMUKAAN KEWENANGAN 0| 89.784.828.000[ 89.784.828.000{ 100,00| 100,00 0,00 0,00 89.784.828.000| 100,00 87.796.317.675( 97,79] -2,21
PUSAT YANG DIOPERASIKAN & DIPELIHARA
071] - OPERASI RUTIN 0| 47.213.507.000| 47.213.507.000{ 100,00{ 100,00 0,00 0,00] 47.213.507.000{ 100,00] 46.310.107.000| 98,09] -1,91
094] - PEMELIHARAAN BERKALA 0| 3.083.650.000| 3.083.650.000| 100,00|100,00 0,00 0,00| 3.083.650.000( 100,00] 2.483.056.820| 80,52| -19,48
095 - PEMELIHARAAN RUTIN 0| 39.465.826.000| 39.465.826.000{ 100,00| 100,00 0,00 0,00] 39.465.826.000( 100,00{ 38.982.991.855| 98,78| -1,22
122] - PENYUSUNAN 0 21.845.000 21.845.000] 100,00f 100,00f 0,00 0,00 21.845.000{ 100,00 20.162.000| 92,30 -7,70
5.300.970|LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER 0| 1.816.150.000( 1.816.150.000f 100,00| 100,00 0,00 0,00] 1.816.150.000| 100,00] 1.367.096.899| 75,27| -24,73
5.300.951.002] LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER 0| 1.816.150.000( 1.816.150.000f 100,00| 100,00 0,00 0,00] 1.816.150.000| 100,00] 1.367.096.899| 75,27| -24,73
51|PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM & PENYUSUNAN 0 1.816.150.000] 1.816.150.000f 100,00| 100,00 0,00 0,00 1.816.150.000| 100,00] 1.367.096.899| 75,27 -24,73
RENCANA ANGGARAN
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan.

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintah Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air) dan
Penataan Ruang secara umum telah memenuhi semua target
sasaran yang telah ditetapkan dengan kriteria berkinerja baik,
dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran Rata-Rata Pencapaian Keempat Sasaran
sebesar 100,00% (kategori Baik).

2. Realisasi keuangan Belanja Langsung yang bersumber dari
APBD sebesar Rp. 64.297.265.138,- (85,10%) dari alokasi
anggaran sebesar Rp. 75.551.692.000,- dan terdapat
efisiensi (Silpa) Anggaran APBD sebesar Rp.
11.254.426.862, -atau 14.89%, sedangkan Realisasi
Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.
89.163.414.574,- (97,34%) dari alokasi anggaran sebesar
Rp. 91.600.978.000,- dan terdapat efisiensi (Silpa)
Anggaran APBN sebesar Rp. 2.437.563.426,- atau 2,66%.

3. Realisasi pendapatan sebesar Rp 3.129.308.360,- (86,17%)
dari target pendapatan sebesar Rp. 3.631.421.000,- Tidak
tercapainya target penerimaan pendapatan dipengaruhi
hal-hal diluar kendali teknis antara lain :

a. Berkurangnya kegiatan fisik akibat refokusing
anggaran, sehingga potensi penerimaan pendapatan
atas penggunaan alat berat ikut berkurang.

b. Tidak tercapainya sewa saluran pengairan, lapangan

tenis, kantin, koperasi, sewa ruangan dan mess
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dikarenakan penyewa membayar sewa belum tepat
waktu.

Rekomendasi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam upaya pemenuhan target penerimaan
pendapatan diperlukan langkah-langkah berikut :

I. Mengusulkan regenerasi alat berat dengan mengganti alat
berat lama yang telah rusak guna peningkatan
Pendapatan Daerah.

2. Meningkatkan daya saing dengan perbaikan layanan dan
promosi terkait asset yang Dbias disewa seperti
gedung/ruang/aula dan asrama.

3. Sosialisasi kepada penyewa agar selalu tertib melunasi

tunggakan tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020,
semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja

yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
; DINAS PEKERJAAN UMUM
¢ SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JI. Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608201
Faksimile 024-7612344 laman : http://pusdataru.jatengprov.go.id
Surat Elektronik : pusdataru@jatengprov.go.id dan dpusdataru@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

bawah ini :
Nama : Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Jabatan . Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan

Ruang Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2020
PihakKedua, PihakPertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Gubernur Jawa Tengah Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang

Provinsi Jawa Tengah,

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

No. Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Target
) 2) 3) 4)
Tujuan 1
1 | Meningkatkan pelayanan Sumber Daya Air dan Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan penataan 63,87 %
penataan ruang. ruang (%)
Sasaran 1.1
1 | Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana Persentase Kualitas sarana dan prasarana sumber | 54,24 %
sumber daya air. daya air (%)
2 | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 73,50 %
terhadap RTR. terhadap RTR (%)
Tujuan 2
1 | Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas PU SDA | Nilai Kepuasan Masyarakat (Angka) 80
TARU Provinsi Jawa Tengah
Sasaran 2.1
1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA Nilai Kepuasan Masyarakat (Angka) 80
TARU Provinsi Jawa Tengah
2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka) 74
TARU Provinsi Jawa Tengah




a M b

Program Anggaran Keterangan

Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku Rp. 122.303.703.000,- APBD
Program Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banijir Rp. 88.322.533.000,- APBD
Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA Rp. 16.901.269.000,- APBD
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 4.065.000.000,- APBD
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Rp. 19.653.353.000,- APBD
Keuangan Perangkat Daerah

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 975.000.000,- APBD

Semarang, 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002




